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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : W3-A9/28/KU.01/1/2020
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan
Agama Muara Labuh;

2. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan
diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Muara Labuh;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

8. Keputusan Presiden Rl Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :002/SEK/SK/1/2011 tanggal 04 Januari
2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Mahkamah
Agung RI dan semua lingkungan Peradilan diseluruh Indonesia tahun anggaran 2011;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-
005.01.2.401990/2020 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.401991/2020, tanggal 12 November 2019.

11. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 65/PA/SK/X11/2019,
tanggal 02 Desember 2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA MUARA
LABUH TAHUN ANGGARAN 2020;

Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W9-
A9/67/KU.01/1/2019, tanggal 02 Januari 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan
Keputusan Nomor W9-A9/28/KU.01/1/2020, tanggal 02 Januari 2020;

Menunjuk dan mengangkat Sdri. Willia Hesti Sari, SE. NIP.198503232011012019 sebagai Bendahara
Pengeluaran pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2020, pengelola Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Nomor SP DIPA-005.01.2.401990/2020 dan Nomor SP DIPA-
005.04.2.401991/2020, tanggal 12 November 2019;
Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

1. Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara.

2. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya.

3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.

4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

5. Memungut pajak dan menyetorkannya ke kas Negara via Bank Persepsi/Kantor Pos.

6. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Bendahara Pengeluaran setiap bulan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

: Muara Labuh
: 02 Januari 2020
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